
BUPATISEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR {8 TAHUN 2013 

TENTANG 

PETUNJUl( PEL~ANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PEMERINTAJIAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG 

UNTUK BANTUAN OPERASIONAL PO,S PELA YANAN TERP ADU DAN 
PERTAHANAN SIPIL 

Menimbang 

Mengjngat 

DEN GAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ES.A 

BlJPATI SEMARANG, 

a. -bahwa dalam rangka tneningkatkan Pelayanan Kader Pos Pelayanan 
Terpadu ( Posyandu ) terhadap kesehatan anak clan ibu hamil serta 
meningkatkan perana,n satuan Pertah~an S1.pil ( Hansip ) di desa, 
Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuartgan 
kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang beru.pa hantuan 
operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu) dan Pertahanan Sipil 
( Hansip); 

b. bahwa agar pelaksanaan pemberiart bantuan keuangan sebagaimana 
dimaksud clalam huruf a berjalan lancar, efektif clan efisien serta dapat 
dipertanggungjawabkan maka ~rlu disusun Fetunjuk Pelaksanaan 
bantuan keuangan dimaksud; · ' 1 

C. bahwa berdasarkan pertimbangap. ~ebagatwan<l qµn~~d dalw.µ hutqf 
a clan farruf b perlu ditetapkan den~an Peraturan '.Bup~ti Semarang; · 

1. Undang-Undang Nomor 13 . Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 . Tahun 1958 tentang Perubahan Batas­
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomot i 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan B~bas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 



4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 59, 
Tambab.an Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang .. undangan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesiaNomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Neg:µ-.a Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Petubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat lI Salatiga Dan Kabtipaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Norn.or l 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

1~. Peraturan Pemertntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor .140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Neg~a Republik Indonesia Notnor 4587); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaau Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 20011 tentang Perubahan Kedua .Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

16. Peraturan Daeraµ Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 
tent;mg Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 

17. Peraturan Daerah Kabupatep. Semarang Nomor 14 Tamm 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabup·aten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lem,baran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah J.<,:.abupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Orgap.isasi dan Tata Kerja Badan Perencan~ Pembangunan 
Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah ~an Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daearh 
Kabupaten Semarang Tahtm 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Otganisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis 
Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor3); 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN BUPATI TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK 
BANTU AN OPERASIQNAL POS PELA YANAN TERP ADU DAN 
PERTAHANAN SIPIL 

Pasal 1 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintahan Desa di Kabu,paten Semarang berupa bqTituan 
operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pertahanan Sipil sebagaimana 
tercantum dalam lampir.µi yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. ,, 



Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal ~ - o J ~ ..:?of'> 

Diundangkan di Ungaran 

pad~ tanggal o y .. o.3- ,:,or.s 

SEKRET ARIS DAERAH 

'-.u.al,l.Y.Ln...l"-C"ll G 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR t8 



(-' . 
\ . , / 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPAtl SEMARANG 
NOMOR (8 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PEMBERJAN BANTU AN 
KEUANGAN KEPADA 
PEMEIUNTAHAN DESA DI 
KABUPATEN SEMARANG UNTUK 
BANTIJAN_ OPERASIONAL POS 
PELA YANAN TERPADU DAN 
PERTAHANAN SIPIL 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEP ADA 
PEMERINTARAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG 

UNTUK BANTU AN OPERASIONM POS PELAY ANAN TERP ADU DAN 
PERT AHANAN SIPIL 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Bel~g 

Seiring dengan lajunya perkembangan Otonom.i Daerah saat mi Pemerintah Desa diberi 
kewenangan un:tuk men,gelola keuangan dan bantuan ¼.euangan secara langsung. Dalam 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pertahanan 
keanianan di desa Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan Pertahanan Sipil ( Hansip) 
sangat p~nting dan dibutu.bkan masyarakat. 

Dalam melaksamµrnn dan memperlancar tugas dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu ( 
Posyap.du ) dan Pertaqanan Sipil ( Hansip) sebagai pelayan kesehatan dasar dan 
pertahanan keamanan di wilayahnya, m*a Peme.tjntaµ Kabupat~p. Sem~ang 
memberi.kan bantuan keuangan kepada pemerintahwi . desa . di Kabupaten Semarang 
berupa bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan Pertahanan Sipil 
( Hansip). 

Agar pengelolaan, pemberian d!lll pemanfaatan bantuan kemm.gal;\ .· tersel;>µt d~p~,t 
tetarah, terkendali datt dapat dipertanggungj~wabkan, · inaka .· dip~tlukaii ;· petunjuk 
pelaksanaan untuk dapat dipergunak:an oleh semua pihak. 

B. Mak.sud d,an Tujuan 
Maksud dil.µcsanakEµmya penyusunan petunjuk pel~anaan pemberian bantuan 
kel,lallg<lll ini adalah : 
a. Sebagai pedo.man peb.ggunaan· belanja_ bantuan keuangan kepada pemerintahan desa 

di Kabupaten Semarang untuk bantuan 9perasional Pos Pelayanan Terpadu 
( Posyandu ) dan Pertahanan Sipil ( Hansip ); 

b. Sebagai alat pengehdalian; pengawasan dan pertanggungjawaban; 
c. Menyamakan. pem'ahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; 
d. Meningkatkan tertib a,d,ministrasi, tepat waktu, sasara,n dan manfaat serta disiplin 

anggaran; . 
e. Transparansi d~ akuntabili1:a$ dalam pelaksanaan anggaran. 



Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah : 
a. Mendukung biaya operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pos Pelayanan Terpadu 

( Posyandu ) clan Pertahanan Sipil ( Hansip ); 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pemeliharaan keamanan, 

ketertiban clan kerukunan hidup antar warga; 
c. Mendukung sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan 

Pertahanan Sipil · ( Hansip ); 

II. SASARAN 

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) clan 
Pertahanan Sipil ( Hansip) di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Semarang. 

III. KRITERIA BANTUAN 
A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan 

1. Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di 
Kabupaten Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu 
( Posyandu ) dan Pertahanan Sipil ( Hansip) 

2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung. 

B. Bentuk: Bantuan. 
Bantuan diberikan dalam · bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh Pos 
Pelayanan Terpadu ( POSYANDU) dan Pertahanan Sipil(·HANSIP ).di pemerintahan 
Desa di wilayah Kabupaten Semaranglewat pemerintahan desa 

C. Penerima dan Besaran Bantuan. 
Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten 
Semarang untuk bantuan operasional Pos Pelayanan Terpadu { Posyandu ) dan 
Pertahanan Sipil ( Hansip ) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang. 

D. Penggunaan Bantuan. 
Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang. untuk bantuan 
operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) clan Pertahanan Sipil ( Hansip) 
dipergunakan untuk biaya operasional dalam rangka menunjang kegiatan Pos 
Pelayanan Terpadu ( Posyandu) dan Pertahanan Sipil ( Hansip). 

IV. KRITERIA PENERIMABANTUAN 

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi · ketentuan 
sebagai berikut: 

A. Merupakan Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan Pertahanan Sipil ( Hansip) di 
pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Semarang; 

B. Ketua Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) dan Kepala Desa sanggup clan bersedia 
mentaati segala ketentuan Peraturan Perunclang-undangan yang berlaku. 

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN 

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan. 

Kepala Desa mengusulkan Pos Pelayanan Terpadu ( ·Posyandu) dan Pertahanan Sipil 
( Hansip ) cal on penerima bantuan kepada Bupati . Semarang melalui Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat terkait dengan 
dilampiri data Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu) clan data Pertahanan Sipil ( Hansip) 
di wilayah desa yang bersangkutan. 



B. Tata Car:;t Pen~tapan Penerima Bantuan. 

1. Berdasarkan usulan Camat, Kepala Badan Pemberdayaan Ma$yarakat dan Desa 
Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati 
Serna.rang; 

2. Selanjutnya Bupati Sem~ang menetapkan penerlnia pantuan dan besaran bantuan 
dalam Keputusan Bupati Semarang. 

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan 

1. Bantuan diberikan melalui Bendahara Desa yang telah membuka rekening di Bank 
Jateng Cabang Ungaran; 

2. Bantuan dimaksud ditm,nsfer ke kas Desa melalui Nomor Rekening pada Bank 
Jateng Ca.bang Ungaran atas nama Bendahara Desa oleh Dinas Pendapatan 
.Pe:r;igelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang; 

3. Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan dan K witansi di 
atas materai Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah) yang diketahµi oleh Kepala Desa; 

C: D. Mekanisme Pertanggurtgjawaban 

C 

1. Bantuan Operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) 

a. Paling lam.bat 3 (tiga) bulan setelah pencairan, Pos Pelayanan Terpadu 
( Posyandu) penerima bantuan menyerahkan Swat Pertanggungjawaban (SPJ) 
keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badal\ Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. 

b. Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a 
terdiri dari : 

1) Tancla terima berupa tanda tangan dari ketua Pos Pelayanan Terpadu 
( Posyandu ) dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 

2) Nota dan Kwitansi atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada 
pemerintahan desa di Kabupatert Semarang untuk bantuan operasional Pos 
Pe1ayanan Tetpadu ( Posyand1,1 ). 

2. Bantuan Operasional Pertahanan Sipil ( Hansip ) 

a. Paling iambat 3 (tiga) bl.Jlan setelah pencairan, Kepala Desa penerima bantuan 
menyerahkan Surat Pertanggt.$gjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati 
Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat clan Desa 
K.abupaten Semarang. 

b. Surat Pertanggungjawaban ( SP J ) sebagaimana dimaksud pada ~gka 2 liuruf 
a terdiri dari nota dan kwitansi atas penggunaan dana bantuan keuangan 
kepada pemerintahan desa di Kabupaten Semarang untuk banhian operasional 
Pertahanan Sipil ( Hansip ). 

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI 

A. Pep:gawasan. 

1. PengaWasart dilakukan dengan menggunakan sistem 
a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat . secara vertikal yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan 
pemantauart. 

b. Pengawasan fungsion~ yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Semarang. 


